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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang skema sertifikasi bagi Bhabinkamtibmas 

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja di lapangan. Bhabinkamtibmas 

memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa 

atau kelurahan, yang memerlukan standar kompetensi yang jelas dan terukur. 

Namun, evaluasi kinerja menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi serta 

kurangnya pengakuan formal terhadap kemampuan mereka, yang berdampak pada 

kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode pengumpulan data berupa diskusi kelompok terfokus (Focus Group 

Discussion/FGD) dan telaah dokumen. FGD melibatkan beberapa pihak dari Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri, dan 

Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi berfungsi sebagai mekanisme formal 

yang dapat mengukur dan meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas, serta 

menjadi dasar bagi pengembangan karier Bhabinkamtibmas. Skema sertifikasi yang 

dirancang mencakup latar belakang, ruang lingkup, rincian unit kompetensi, serta 

prosedur penilaian yang komprehensif. Implementasi sertifikasi ini diharapkan 

dapat meningkatkan profesionalisme Bhabinkamtibmas, memperkuat legitimasi 

Polri dalam pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian 

ini memperkuat pentingnya sertifikasi sebagai alat untuk mendukung program 

pengembangan SDM Polri unggul di era Kepolisian 4.0, sesuai dengan rencana 

strategis institusi Kepolisian. 

 

Kata kunci : Sertifikasi, Kompetensi, Bhabinkamtibmas, Pengembangan SDM, 

Polri, Profesionalisme, Kepercayaan Publik. 
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ABSTRACT 

 
 

DRAFTING OF THE CERTIFICATION SCHEME 

FOR THE SECURITY AND PUBLIC ORDER ADVISOR 

(BHABINKAMTIBMAS) INDONESIAN NATIONAL POLICE 

 
 

Tri Setianingsih, Asropi 

2344021022@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 
 

 This study aims to design a certification scheme for Bhabinkamtibmas to enhance 

their competence and performance in the field. Bhabinkamtibmas plays a crucial 

role in maintaining security and order at the village or sub-district level, which 

requires clear and measurable competency standards. However, performance 

evaluations reveal competency gaps and a lack of formal recognition of their 

abilities, affecting public trust. This qualitative research employs data collection 

methods including Focus Group Discussions (FGD) and document reviews, 

involving experts from the National Professional Certification Agency (BNSP), the 

Professional Certification Body (LSP) of the Indonesian National Police, and the 

Subdirectorate of Bhabinkamtibmas at Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri. 

The findings indicate that certification functions as a formal mechanism to assess 

and improve Bhabinkamtibmas’ competencies and serves as a foundation for 

career development. The designed certification scheme includes background, 

scope, detailed competency units, and comprehensive assessment procedures. The 

implementation of this certification is expected to enhance the professionalism of 

Bhabinkamtibmas, strengthen the legitimacy of the police in public service, and 

build public trust. This study underscores the importance of certification as a tool 

to support the development of superior human resources within the Indonesian 

National Police in the era of Policing 4.0, aligned with the institution's strategic 

plans. 

 

 Keywords : Certification, Competence, Bhabinkamtibmas, Human Resource 

Development, Indonesian National Police, Professionalism, Public Trust.
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

  Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan komponen yang sangat 

penting. Stabilitas dan ketertiban di seluruh negeri dijaga oleh Polri, sebuah 

lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat strategis. Tujuan 

keberadaan Polri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 

adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri. Tugasnya meliputi 

menegakkan hukum dan peraturan, memelihara perdamaian, melindungi 

warga negara, dan menyelenggarakan berbagai layanan masyarakat. 

  Dalam mewujudkan tujuan tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) 

Polri tentu memiliki peran penting, tagline yang digaungkan dalam program 

prioritas Kapolri, salahsatunya adalah mewujudkan SDM Polri Unggul di Era 

Kepolisian 4.0 yang menitikberatkan pada kemampuan SDM Polri dalam 

beradaptasi menghadapi revolusi industri keempat. Tentunya, peningkatan 

SDM Polri yang kompeten pada bidangnya menjadi hal yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan tersebut.  

  Tanggung jawab membina dan memelihara keamanan dan ketertiban 

umum di desa, kelurahan, atau tempat sejenisnya berada di tangan 

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keterbitan Masyarakat yang 

selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Bhabinkamtibmas aktif berinteraksi dengan 

masyarakat setempat untuk membina hubungan baik antara masyarakat dan 

Kepolisian. 
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  Keputusan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri  

nomor : Kep/9/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Standar Kompetensi 

Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas  dan sudah disahkan juga dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi dan 

Produktifitas Nomor 2/1007/LP.00.00/V/2024 Tentang Registrasi Standar 

Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas menyebutkan daftar unit 

kompetensi personel Bhabinkamtibmas adalah : 

1. Membina dan Melatih Satkamling; 

2. Melakukan Tugas dan Perbantuan Terhadap Bencana; 

3. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) kepada 

 Masyarakat; 

4. Melaksanakan Kegiatan Sambang; 

5. Membantu Satuan Fungsi Lain dalam Penanganan Tempat Kejadian 

 Perkara (TKP); 

6. Melaksanakan Deteksi Dini Terhadap Potensi Gangguan Kamtibmas; 

7. Melaksanakan Problem Solving. 

 Dari uraian SK3 Bhabinkamtibmas tersebut terlihat besarnya peran 

Bhabinkamtibmas sebagai perwakilan Polri dalam melayani masyarakat 

dalam rangka mewujudkan tujuan dari keberadaan Polri. Hal tersebut  

haruslah didukung oleh sumber daya manusia Polri yang kompeten.  Upaya 

Korbinmas Baharkam Polri dalam meningkatkan kompetensi 

Bhabinkamtibmas menuju SDM unggul dilakukan melalui berbagai program 

pendidikan dan latihan seperti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi 

(Dikbangspes), Program Pelatihan Polri (Prolat) baik di tingkat Mabes Polri 

maupun di tingkat Kepolisian Daerah serta memberikan pelatihan 

Peningkatan Kemampuan (Katpuan). Masih terdapat permasalahan terkait 

kapasitas anggota Polri, meskipun telah dilakukan berbagai upaya 

peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan. Berdasarkan 
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Rencana Strategis Polri 2020–2024, salah satu kelemahan organisasi adalah 

kurangnya kompetensi lapangan di kalangan anggota Polri.  

  Selain hal tersebut kesenjangan kompetensi Bhabinkamtibmas juga 

tertuang dalam laporan temuan Wasrik Badan Pemeriksana Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI). Pada Pemeriksaaan Kinerja Terinci atas 

Efektifitas Pemolisian dan Masyarakat tahun 2022 s.d Triwulan III tahun 2024 

menyebutkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Bhabinkamtibmas 

secara uji petik di Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok 

Timur, dan Polres Lombok Tengah pada Polda Nusa Tenggara Barat 

ditemukan kompetensi Bhabinkamtibmas tidak terukur dan terstandar dengan 

kompetensi yang diharapkan. Hal ini dikuatkan pula dari hasil analisa dan 

evaluasi kinerja Bhabinkamtibmas periode januari 2024 masih belum sesuai 

target yang diharapkan. 

 

Tabel 1.1 

Target Kinerja Bhabinkamtibmas 
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Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas Februari 2024 

 

  Besarnya peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung fungsi Polri 

dalam pelayanan masyarakat belum mendapatkan feedback yang maksimal 

dari masyarakat sebagai SDM unggul. Dari  analisis berita dan media sosial 
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program Quick Win Triwulan IV tahun 2023 yang dilakukan MediaWave 

periode : 21 November sampai dengan 31 Desember 2023 menyebutkan dari 

247 percakapan, sebesar 63,70 % memberikan sentimen negatif terhadap 

keberhasilan polri membangun SDM unggul. Hal ini menandakan masyarakat 

belum yakin bahwa Polri sudah menempatkan personel yang kompeten 

melalui SDM unggul dalam melayani publik. 

  Pasal 15 huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib 

menempatkan personel yang kompeten. Sertifikasi berperan penting dalam 

menjamin bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai 

standar, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 huruf C Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan sertifikasi, kualitas 

dan profesionalisme pelayanan dapat dijaga, serta meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, sertifikasi 

memudahkan organisasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksana, serta 

mendorong mereka untuk terus mengikuti standar dan perkembangan terbaru 

di bidangnya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan 

bertanggung jawab. Hal tersebut tentunya berlaku pula untuk Polri yang wajib 

menempatkan personelnya yang kompeten dalam melayani masyarakat.  

  Menurut  (Cumberland et al., 2018) Sertifikasi memiliki peran penting 

dalam peningkatan kompetensi individu, pengakuan profesional, dan daya 

saing di pasar kerja. Dengan sertifikasi, individu dapat memperluas 

pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan, memperoleh 

pengakuan dan kredibilitas di bidangnya, serta memperluas jaringan 

profesional. Selain itu, sertifikasi sering kali menjadi nilai tambah atau bahkan 

syarat utama dalam beberapa profesi, membantu individu dalam 

pengembangan karier dan memperkuat posisi di lingkungan kerja yang 

kompetitif.   
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  Menurut (Development, 2004) dalam penelitian yang berjudul 

Professional Certification Its Value To SH&E Practitioners And The 

Profesion pada tahun 2004 menyebutkan salah satu cara paling signifikan 

mendapatkan pengakuan dalam karier yang dipilih adalah melalui sertifikasi. 

Sertifikasi dan kompetensi berdampak signifikan terhadap kinerja (Ratnasari 

Sri Langgeng, Susanti Ervin Nora, Ismanto Widodo, Tanjung Rona, 2022) 

  Menjawab permasalahan tersebut, desain pengembangan kompetensi 

Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi dapat menjadi solusi yang efektif. 

Sertifikasi memberikan standar baku yang harus dicapai oleh setiap 

Bhabinkamtibmas, sehingga dapat meminimalisir perbedaan kualitas SDM di 

berbagai wilayah kerja. Selain itu, sertifikasi juga berfungsi sebagai motivasi 

bagi personel untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan 

kompetensi. Dengan adanya sertifikasi, Korbinmas Baharkam Polri dapat 

lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Bhabinkamitbmas  

dan memetakan karier berdasarkan kompetensi yang telah tersertifikasi. 

  Untuk memperoleh gambaran tentang pentingnya desain 

pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi, 

digambarkan kondisi Bhabinkamtibmas dan digali terkait potensi pentingnya 

desain pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui sertifikasi. 

Subdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri yang menjadi lokus 

penelitian merupakan pembina dan perumus kebijakan bagi 

Bhabinkamtibmas pada Tingkat Mabes Polri. 
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Gambar 1.1 

Perbandingan Jumlah Bhabinkamtibmas dengan Desa/Kelurahan 

 

  Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024 

 

  Dari hasil analisa dan evaluasi Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas 

Korbinmas Baharkam Polri tahun 2023 menyebutkan pada tahun 2023 jumlah 

Bhabinkamtibmas sebanyak 40.017 personel dengan jumlah desa/kelurahan 

yang harus ditangani sebanyak 83.589 desa/kelurahan artinya pemenuhan ini 

baru sebanyak 47,9 %. Dapat dikatakan 1 orang bhabinkamtibmas harus bisa 

menangani minimal 2 desa/kelurahan sebagai desa binaanya. Dengan target 

kinerja yang demikian besar namun jumlah Bhabinkamitbmas yang ada sangat 

jauh dari ideal ditambah karakteristik setiap warga baik dari pendidikan, suku, 

dan ekonomi bisa membuat tata cara komunikasi yang berbeda pula, untuk itu 

seorang Bhabinkamtibmas harus kompeten sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya secara efektif dan efisien menuju SDM unggul.  
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Gambar 1.2 

Pendidikan Umum Bhabinkamtibmas 

 

 

Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024 

 

  Dari data tersebut, Sebanyak 79.5% Bhabinkamtibmas yang berasal 

dari lulusan SMA/SMK/MA dan 20% yang S1 dan 0.5% yang S2. Melihat 

bahwa mayoritas Pendidikan Bhabinkamtibmas berada pada Tingkat 

Pendidikan menengah, sehingga Bhabinkamtibmas perlu diberikan pelatihan 

lebih lanjut agar dapat membantu Masyarakat untuk menyelesaikan 

permasalahan secara optimal. Karena itu Subdit Bhabinkamtibmas 

melaksanakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), 

Program Pelatihan Polri (Prolat), dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan 

(Katpuan) baik di tingkat Mabes Polri maupun di di tingkat Polda dalam upaya 

mencetak SDM Bhabinkamtibmas unggul. 
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Gambar 1.3 

Program Pendidikan dan Pelatihan Bhabinkamtibmas   

 

Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024 

 

  Dari gambar diatas menunjukan dari jumlah total Bhabinkamtibmas 

yang ada sebanyak 40.017 orang, sebanyak  17.787 Bhabinkamtibmas 

(44.44%) belum pernah pengikuti program pendidikan dan  pelatihan apapun. 

Sebanyak 6.541 Bhabinkamtibmas (16.35%) mengikuti katpuan tingkat 

Mabes Polri. Mengikuti Prolat SPN sebanyak 12.860 Bhabinkamtibmas 

(32.14%). Dan Dikbangspes sebanyak 5.300 Bhabinkamtibmas (13.25%). 

  Menurut statistik tersebut, sejumlah besar Bhabinkamtibmas belum 

pernah mengikuti Dikbangspes Binmas, Prolat di SPN dan Katpuan TK 

Mabes Polri sehingga perlu dilakukan upaya dan Langkah yang tepat dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. Minat dari Bhabinkamtibmas sendiri juga 

masih tergolong rendah dalam mengikuti pendidikan dikarenakan dirasa 

belum ada manfaatnya untuk pengembangan karier bagi Bhabinkamtibmas itu 

sendiri. Motivasi kerja dan pengembangan karir keduanya meningkatkan 

produktivitas (Ni Luh, dkk., 2016). 
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Gambar 1.4 

Tunjangan Khusus Bhabinkamtibmas 

 

Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2024 

 

  Sesuai Surat Edaran No:SE-89/A/2003 Tentang Bintara Pembina 

Kamtibmas di Lingkungan Polri dan Tunjangan Keperluan Khusus 

Kewanitaan dijelaskan bahwa besarnya tunjungan Bintara Kamtibmas yang 

semula 50.000 /orang/bulan menjadi 100.000 /orang/bulan. Dengan beban 

pekerjaan yang banyak, dan personel yang terbatas Bhabinkamtibmas hanya 

memperoleh tunjangan khusus sebesar 100.000 per bulan sejak 21 tahun lalu 

belum ada kenaikan. Hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas saat ini 

merupakan salah satu fungsi Polri yaitu pembinaan masyarakat, bukan 

merupakan suatu keahlian khusus ataupun sebuah jabatan fungsional yang 

dapat diberikan tunjangan jabatan maaupun tunjangan keahlian. Peraturan 

Presiden Nomor 42/2017 Pasal 10  huruf F menyebutkan persyaratan 

pembentukan jabatan fungsional anggota Polri adalah memiliki sertifikat 

kompetensi.  
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  Dari permasalahan tersebut, Subdit Bhabinkamtibmas perlu 

mengambil langkah-langkah strategis dalam mendesain pengembangan 

kompetensi Bhabinkamtibmas. Desain ini bertujuan untuk menjawab berbagai 

tantangan yang ada, seperti kesenjangan kompetensi di lapangan, kurangnya 

pengakuan formal terhadap kompetensi, serta rendahnya kepercayaan publik 

terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dan juga sebagai upaya bahwa penerapan 

sertifikasi sebagai standar baku untuk mengukur dan meningkatkan 

kompetensi, yang juga akan berfungsi sebagai motivasi bagi personel untuk 

terus mengembangkan diri. Selain itu, sertifikasi dapat membantu memetakan 

karier Bhabinkamtibmas melalui jabatan fungsional,  sehingga Polri dapat 

memastikan bahwa setiap personel ditempatkan sesuai dengan standar 

kompetensi yang diharapkan, selaras dengan program prioritas Kapolri dalam 

menciptakan SDM Polri yang unggul. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain skema 

sertifikasi dalam upaya pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas agar 

terwujud SDM Polri unggul.  

   

B. Identifikasi Masalah 

  Dari latar belakang tersebut identifikasi masalah yang terjadi karena 

belum adanya sertifikasi Bhabinkamtibmas adalah : 

1. Pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui pendidikan 

dan pelatihan belum memadai. 

2. Kesenjangan kompetensi Bhabinkamtibmas di kewilayahan,  di mana 

kompetensi tidak terukur dan tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

3. Kurangnya pengakuan dari masyarakat terhadap kompetensi  dan 

profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam memberikan layanan 

publik. 
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4. Sertifikasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan 

bahwa Bhabinkamtibmas memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

standar profesional dalam pelayanan publik, serta sebagai dasar 

pembentukan jabatan fungsional. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan permasalahan 

yang akan menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana skema sertifikasi 

Bhabinkamtibmas? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema sertifikasi 

Bhabinkamtibmas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Khususnya Satuan Kerja Korbinmas Baharkam 

Polri dengan adanya skema sertifikasi Bhabinkamtibmas guna kepentingan 

pengembangan Kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


